
 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 5  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 17 

TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman atas pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 

Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi 

dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak Daerah serta 

untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib 

pajak Daerah, perlu adanya pengaturan pelaksanaan 

pemungutan pajak Daerah secara elektronik, sehingga 

perlu melakukan perubahan pada Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana 

SALINAN 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2020; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah;  

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5161); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 

Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6622); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor  8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah  Kabupaten Magetan Nomor 40) 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Pajak  Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 

74); 

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 

12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan 

Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 

2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2020 Nomor 67); 
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16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Penyelarasan Penyebutan Perangkat Daerah Dalam 

Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Magetan (Berita 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 36); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 17 TAHUN 2012 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 

2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2012 Nomor 12), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan 

Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 

8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 67), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 26C dihapus. 

2. Di antara BAB XB dan BAB XI disisipkan 1 (satu ) bab, 

yakni BAB XC sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“BAB XC 

KETENTUAN LAIN LAIN” 

 

Pasal 26E 

 

(1). Pelaksanaan pelaporan, pembayaran dan 

pengawasan pajak Daerah dapat dilaksanakan 

secara elektronik. 
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(2). Pelaksanaan pelaporan, pembayaran dan 

pengawasan pajak Daerah secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Bupati tersendiri. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan 

 

 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 18 Januari 2022 

 

BUPATI  MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 18 Januari 2022  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

TTD 

HERGUNADI 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


